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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta 

1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan 

atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lam a 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang 

mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja 

dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 

pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang 

dikelolanya sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli 

warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, 

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana 

dim ak sud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk 

penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun 

nonelektronik, dipidana dengan pidana. denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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KATA PENGANTAR 

Penulis memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah swt atas 

terbitnya buku berjudul “Kontrol Sosial dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kekerasan Seksual” ini ada di tangan pembaca. 

Semata karena anugerah dari Allah swt, yang saat penulisan 

buku ini selesai hingga akhirnya terbit. Sholawat dan salam 

semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad 

SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya. 

Buku ini hadir dari maraknya kasus kekerasan seksual 

yang dilakukan oleh oknum pendidikan menjadikan sekolah 

tidak lagi menjadi lembaga control yang efektif dalam 

melindungi peserta didik dalam menimbah ilmu, hal ini 

dikarenakan guru sebagai suri tauladan dan panutan telah 

dicoreng oleh oknum guru yang tidak bertanggung jawab dan 

bahkan pada pesantren tempat menimbah ilmu yang kental 

dengan agama sudah menjadi tempat oknum ustad dalam 

menjalankan aksinya dan mengambil keuntungan bagi siswi 

yang tidak berdaya dan diperlakukan sebagai pemuas nafsu bejat 

oknum guru sampai melahirkan anak dan hal ini menjadi potret 

suram dunia pendidikan kita. Lembaga sosial lainnya 

diharapkan berperan sebagai Kontrol sosial atas kejadian 

tersebut diatas, namun lebih baik lagi bila kontrol sosial tersebut 

berjalan sebelum peristiwa tersebut terjadi, namun dilain pihak 

kepolisian sebagai lembaga kontrol sosial yang berperan dalam 

memberikan sanksi ataupun hukuman bagi oknum yang 

melakukan kekerasan dalam seksual. Sehingga diharapkan ada 

efek jera dan tidak dilakukan lagi baik si pelaku maupun orang 

lain yang akan melakukan hal yang sama. 

Media Sosial sebagai sarana control sosial di era digital 

saat ini sangat besar perannya dalam menyampaikan informasi 
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kepada seluruh masyarakat tentang kejadian yang ada, sehingga 

masyarakat tahu dan bisa mengambil peran dalam proses 

pencegahan maupun penanggulan kejatahan yang terjadi 

terutama kejahatan kekerasan seksual di dunia pendidikan. 

Di antara para pembaca buku ini mungkin ada yang 

berbeda pendapat atau pandangan dengan apa yang telah 

disajikan penulis. Yang penting masing-masing dapat 

memberikan argumen yang rasional dan objektif sesuai kaidah 

keilmuan dan dapat meyakinkan dirinya dan orang lain. Dalam 

khazanah keilmuan tidak ada kebenaran yang dapat dianggap 

sebagai kebenaran tunggal, apalagi mutlak. Akhir kata, penulis 

berharap karya ini bermanfaat bagi siapa saja yang 

membacanya. Selamat membaca! 

 

      Muara Bungo, 12 Januari 2022 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan pengumpulan data milik KemenPPPA, 

kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 

11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data 

November 2021. 

Sumber: 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-

731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-

meningkat-di-2021.  

Dari data kekerasan terhadap anak terutama kekerasan 

seksual semakin meningkat dan ini menjadi kekhawatiran semua 

pihak baik dari lembaga pemerintah yang seharusnya dapat 

memberikan perlindungan terhadap generasi muda penerus 

bangsa maupun lembaga sosial lainnya yang berfungsi sebagai 

alat control sosial agar tidak terjadniay penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi didalam masyarakat dan tak 

terkeculai lembaga sosial yang palin kecil adalah keluarga 

menjadi sangat khawatir akan kejadian tersebut di atas dan peran 

dan fungsi lembaga sosial yang ada dimasyarakat mnjadi sebuah 

pertanyaan tersendiri, apakah eksistensinya masih? 

Berikut ini beberapa berita yang dikutip langsung oleh 

penulis yang berkaitan dengan tingkat pelecehan seksual 

maupun tindakan kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021
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BAB II 
KONTROL SOSIAL 

 

1. Definisi Kontrol Sosial 

 Secara etimologi kontrol berasal dari “Controlling” yang 

berarti pengendalian. Menurut George R. Terry pengendalian 

(controlling) sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-

kegiatan yang telah akan dilaksanakan. (Marno dan Triyo, 2008: 

24). Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan 

merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju 

sasaran yang ingin di capai. 

 Definisi pengendalian sosial dari beberapa ahli yakni : 

a. Bruce J. Cohen 

Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang 

digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku 

selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas 

tertentu. 

b. Horton  

Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang 

ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, 

sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai 

harapan kelompok atau masyarakat. 

c. Joseph S. Roucek 

Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang 

mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana 

yang mengajarkan, membujuk atau memaksa individu 

untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan 

dan nilai-nilai kelompok. 
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BAB III 
NILAI DAN NORMA 

 

Tiap orang, tiap keluarga, tiap kelompok, tiap organisasi, 

tiap daerah, agama, bangsa dan lain- lainnya mempunyai nilai-

nilai yang dapat berbeda-beda dari yang lainnya. Nilai yang ada 

pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan 

kayakinan ( belief) yang diperoleh dari pengalaman dan 

dipertahankan selama jangka waktu relatif lama, meskipun 

mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai-nilai yang ada 

pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, 

motivasinya, dan perilakunya, termasuk perilaku kerjanya. 

Menurut Sigit (2003:79), nilai adalah kayakinan yang bertahan 

lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga (wortwhile), 

penting ( importance), mempunyai arti ( meaningfull), di 

inginkan ( desirable) dan diprioritaskan ( preferable). 

Robbins (2001:79), menyatakan bahwa nilai adalah suatu 

modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas 

lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus 

perilaku atau keadaan yang berlawanan. Sementara itu Geert 

Hofstede dalam Culture’s Consequens (1980:19) yang dikutip 

dalam Draha (2003:17) mendefenisikan nilai sebagai‖ a broad 

tendency for prefer certain states of affairs over others‖. 

Dengan demikian nilai dapat diartika sesuatu yang di 

inginkan, penting dan memiliki arti, sehingga diperjuangkan 

untuk di realisasikan dalam kehidupan. Norma adalah nilai, 

tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai 

yang secara umum diterima oleh suatu masyarakat, 
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BAB IV 
LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI KONTROL 

SOSIAL 

 

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa 

terdapat sarana dalam bentuk control atas kendali untuk 

mengatur berbagai perilaku atau tingkah laku anggota kelompok 

sosial supaya tingkah laku para anggota tersebut ada pada 

batasan-batasan tingkat komformis. Artinya tingkah laku 

manusia hendaknya dibatasi oleh aturan- aturan sehingga 

manusia tersebut dapat mengetahui mana yang boleh dilakukan 

dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal ini tentu 

dalam bentuk perintah serta larangan. Perilaku yang diperintah 

berarti mengandung batasan nilai dan norma menyimpang dan 

anti sosial. Sebaliknya perilaku yang diperintahkan berarti 

mngandung nilai dan norma yang konformis. Perintah dan 

larangan atas perilaku manusia tersebut dinamakan 

pengendalian sosial (Social control) ( Elly M. Setiadi, Usman 

Kolip :2011). 

Bila dilihat dari bentuk dan ragam dari pengendalian 

sosial, seperti misalnya desas-desus sampai hal propokatif 

terhadap seseorang yang dianggap menyimpang dan 

dikeluarkan keanggotaan suatu kelompok sosial bahkan sampai 

sampai bentuk sanksi hukuman fisik dan sebagainya. Berbagai 

tindakan yang berupa desas-desus, teguran, pengucilan, sampai 

masukan dalam penjara adalah merupakan suatu bentuk 

pengendalian sosial. 

Didalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada hal yang 

diperbolehkan dan hal yang dilarang yang berlaku bagi semua 
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BAB V 
TINJAUAN YURIDIS  

  

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat semakin meresahkan terutama di dalam dunia 

pendidikan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau 

permasalahan  disertai dengan tindakan kekerasan. Secara 

umum tindakan kekerasan dapat diartian penggunaan secara 

sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, anacaman atau kekerasan  

actual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok 

atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar 

bisa melukai, mematikan, mebahayakan psikis, pertumbuhan 

yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak 

ragamnya meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan 

psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan 

penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan 

maupun secara kelompok, secara serampangan ( dalam kondisi 

terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya 

teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai 

berikut: 

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan 

yang disebabkan  oleh struktur sosial tertentu. 

2. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar 

anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan 

norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup 

menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga 

menjadi pendorong terjadinya kekerasan. 
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BAB VI 
KONTROL SOSIAL UNTUK KEKERASAN 

SEKSUAL 

 

Lingkungan sosial masyarakat dapat mencegah maupun 

mengatasi tindakan kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah 

dalam hal ini dunia pendidikan adalah dengan banyak cara 

diantaranya adalah kontrol sosial. 

Pada dasarnya control sosial merupakan lembaga sosial 

yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota 

masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan conform, 

akan tetapi efektivitas dari perananan control sosial akan sangat 

tergantung pada efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan 

pada pelanggar maupun pada kandidat pelanggar. Sanksi 

merupakan bentuk penderitaan , kerugian beban berat yang 

sengaja diciptakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota 

masyarakat agar taat pada norma yang ada. Kontrol sosial 

menciptakan keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk 

berperilaku conform, Setiadi dkk  dalam Putra (2018) ada tiga 

sanksi yang digunakan didalam usaha menciptakan tertib sosial 

diantaranya: 

1. Sanksi Fisik, yaitu sanksi yang mengakibatkan 

penderitaan fisik pada pihak terbebani sanksi tersebut, 

misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemur dipanas 

matahari, tidak diberi makan, dihukum mati dan 

sebagainya. 

2. Sanksi Psikologis, yang merupakan beban penderitaan 

yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi 

dengan beban kejiwiwaan, seperti dipermalukan didepan 
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BAB VII 
VIRAL DULU, USUT KEMUDIAN 

 

Masing-masing lembaga kontrol sosial memiliki peran 

tersendiri yang semuanya bertujuan agar kehidupan di 

masyarakat berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan 

peraturan atau norma yang berlaku. Beberapa lembaga sosial yg 

berperan sebagai kontrol sosial : 

▪ Kepolisian 

▪ Pengadilan 

▪ Adat  

▪ Tokoh masyarakat 

▪ Sekolah 

▪ Media massa 

▪ Keluarga  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga kontrol 

sosial memberikan efek baik positif maupun negatif bagi 

kehidupan bermasyarakat. Positif atau negatifnya dampak yang 

ditimbulkan tergantung dari kinerja lembaga kontrol sosial itu 

sendiri di dalam masyarakat. 

Dalam masyarakat beradab, negara adalah satu-satnya 

lembaga yang memiliki kewenangan melakukan tindakan 

terhadap siapa-siapa saja yang membuat keonaran, menganggu 

keamanan, pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dan 

ketertiban lainnya termasuk tindakan kekerasan seksual 

didalamnya. Mewakili negara yang dimaksud adalah lembaga 

kepolisian Republik Indonesia. Memang disadari banyak yang 

harus diperbaiki, tetapi komitmen dan gerakan untuk perubahan 

sudah kelihatannya nyata ditengah-tengah masyarakat. 
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